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ca.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

bahwa Izin Lokasi telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Nomor 67 Tahun 2015;

bahwa terdapat beberapa hal yang harus diselaraskan
dengan kondisi lapangan, sehingga perlu untuk mengubah
ketentuan dalam Peraturan Bupati dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 67 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukkan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin
Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan
Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 67 TAHUN
2015 TENTANG IZIN LOKASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2 dalam Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 67 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 68) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5

Izin Lokasi wajib dimiliki oleh perusahaan yang akan melakukan usaha

dengan batasan keluasan sebagai berikut :
a. untuk usaha pertanian lebih dari 25 ha;
b. wuntuk usaha non pertanian lebih dari 1 ha.

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan apabila luas
penguasaan tanah oleh perusahaan pemohon dan perusahaan lain yang
merupakan satu grup dengan ketentuan sebagai berikut :
a. untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman :

1) usaha perumahan permukiman paling banyak 10 ha;

2) wusaha resort perhotelan paling banyak 50 ha;.

untuk usaha industri paling banyak 40 ha;
c. untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan

besar dengan diberikan Hak Guna Usaha :

1) komoditas tebu paling banyak 12 ha;

2) komoditas pangan lainnya paling banyak 4 ha,;
d. untuk usaha tambak paling banyak 1 ha.
Perusahaan pemohon harus menyampaikan pernyataan tertulis mengenai
luas tanah yang dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang
merupakan satu grup dengannya untuk keperluan menentukan luas areal
yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku

untuk :

a. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang
berbentuk Perusahaan Umum;

b. badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki
Negara, baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

c. badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat
dalam rangka ”Go Public”.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 16 September 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 16 September 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd
SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Kz

HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009




